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ABSTRAK 

Tindak Pidana Korupsi berbentuk penggelapan dalam jabatan oleh terdakawa 

yang bernama TS diatur dalam ketentuan Pasal 8 UU RI. No. 31 Tahun 1999 yang 

telah diubah dan ditambah dengan UU RI. No. 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara Nomor : 129/PID.SUS-

TPK/2014/PN.SMG pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi pidana 3 (tiga) tahun 

penjara. Permasalahan: (1)Bagaimanakah pembuktian pada Putusan nomor 

129/PID.SUS-TPK/2014/PN.SMG? (2)Bagaimanakah penerapan pidana terhadap 

Tindak Pidana Korupsi Berbentuk Penggelapan dalam Jabatan pada Putusan 

nomor 129/PID.SUS-TPK/2014/PN.SMG? Penelitian ini menggunakan penelitian 

hukum normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari 

bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data studi 

dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Simpulan penelitian. 1) Pembuktian 

pidana oleh TS adalah hakim menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara 

denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan 

penjara sesuai keyakinan hakim berdasarkan alat bukti yang cukup. 2) Penerapan 

pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Berbentuk Penggelapan dalam Jabatan 

pada Putusan nomor 129/PID.SUS-TPK/2014/PN dengan Majelis Hakim yang 

memilih dakwaan ke 2, yaitu melanggar Pasal 8 UU . No. 31 Tahun 1999 yang 

telah diubah dan ditambah dengan UU RI. No. 20 Tahun 2001 tentang tindak 

pidana korupsi telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana 

dalam pasal tersebut. 
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